
LEMBARAN  DAERAH 
KOTA SEMARANG 

TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI E 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 
NOMOR  1  TAHUN  2007 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA SEMARANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 
Menimbang  :  a.  bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen 

peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana 
prasarana, dana, lingkungan sosial,  ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan 
partisipasi masyarakat; 

b.  bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 
peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia 
sehingga mampu menghadapi globalisasi, maka diperlukan pengaturan 
mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kota Semarang; 

c.  bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka perlu membentuk 
Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan di 
Kota Semarang. 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang  Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan  Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3176); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan 
Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 
35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 3411); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55                   Tahun 1998 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang 
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998              
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3763); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang 
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1998   
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3764  
); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3460); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar 
Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3461); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia        Nomor 3641) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang 
Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000           
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta 
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia         Nomor 3485); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan 
Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, 
Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 89); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KOTA SEMARANG 
dan 

WALIKOTA SEMARANG 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA SEMARANG 

 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. erah adalah Kota Semarang. Da
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2. merintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah. 
Pe

W

Di

Ke

Pe

Ma

Pe

Manajem

m adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 
e

perasional yang disusun oleh dan 
il

pkan dapat dicapai peserta didik 
e

m pendidikan di seluruh 
i

lah berdasarkan kriteria yang 
el

bangkan potensi diri melalui 
ro

pai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 
e

3. alikota adalah Walikota Semarang. 

4. nas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang. 

5. pala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. 

6. ndidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana  belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara. 

7. syarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai 
perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 

8. nyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh 
kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan 
Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam lingkup Dinas  maupun Departemen Agama sesuai 
urusan daerah. 

9. en dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian 
dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal. 

10. Kurikulu
p lajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

11. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum o
d aksanakan di masing-masing satuan pendidikan. 

12. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang dihara
m lalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu. 

13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang siste
w layah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

14. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu seko
t ah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan 
dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. 

15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengem
p ses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu. 

16. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak 
lahir sam
p ndidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

18. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 
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19. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

v endidikan 
er

al dan nonformal. 

didikan yang diselengarakan oleh  Pemerintah 
Daerah. 

a
san yang berbadan hukum. 

en

ga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah 
a

at. 

e
, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, 

er

takawan, perencana 
e

BAB II 
TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN  PRINS P PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

T

a. pemerataan kesempatan pendidikan; 

ajar;  dan 

kan bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi 
an pendidikan secara keseluruhan.  

uang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. peserta didik; 

20. E aluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu p
t hadap proses belajar, hasil belajar, kinerja tenaga kependidikan, dan kelembagaan. 

21. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 
pada jalur form

 

22. Satuan Pendidikan Negeri adalah Satuan pen

23. S tuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi 
masyarakat atau yaya

24. J jang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan 
pendidikan menengah. 

25. Wajib Belajar adalah program pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun 
yang harus diikuti oleh war
D erah. 

26. Manajemen Berbasis Masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai 
dengan potensi masyarak

27. P ndidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong 
belajar, tutor, instruktur, fasilitator
s ta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. 

28. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 
menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pus
p ndidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber 
belajar, tenaga administrasi pendidikan. 

 

I
Pasal 2 

ujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah:  

b. meningkatkan mutu kegiatan belajar meng

c. mengembangkan manajemen pendidi
anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggara

 

Pasal 3 
R
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b. penyelenggaraan pendidikan formal; 

c. penyelenggaraan pendidikan non formal; 

nternasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal; 

n oleh lembaga asing; 

an; 

r; 

syarakat;  dan 

didikan yang menjadi batas kewenangan Pemerintah Daerah. 

 

Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah: 

a. pendidikan diselenggarakan sebagai inve ber daya manusia jangka panjang; 

kesatuan yang sistematik, terbuka, demokratis, dan 
ggaraan 

jang hayat; 

d. pendidikan anak usia dini; 

e. pendidikan khusus; 

f. pendidikan keagamaan; 

g. pendidikan bertaraf i

h. penyelenggara pendidika

i. pendidik dan tenaga kependidikan; 

j. sarana dan prasarana; 

k. evaluasi; 

l. akreditasi; 

m. pengawas

n. wajib belaja

o. partisipasi ma

p. pendanaan pen

Pasal 4 

stasi sum

b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu 
adil melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyelen
dan pengendalian layanan mutu  pendidikan; 

c. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, 
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, lingkungan dan 
kemajemukan bangsa yang berlangsung sepan

d. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan 
berhitung bagi segenap warga masyarakat; 

e. pengelolaan pendidikan harus berdasarkan penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan 
yang aktual; 

f. Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah; 

g. Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada jenjang 
pendidikan tinggi dan pendidikan luar biasa ; 

h. Pemerintah Daerah wajib menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);  
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i. Satuan Pendidikan wajib menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik; dan 

j. Satuan Pendidikan wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).  

 

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINT YARAKAT 

Pemeri garaan 
pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. 

Pemerintah Daerah berkewajiban: 

a. menyelenggarakan pendidikan, menday n dan mengembangkan pendidik, tenaga 
 ajar, peralatan pendidikan, tanah dan bangunan atau gedung 

                     

belajar.  

 

Pasal 7 
Setiap masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan 
sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pend

 
Masyarakat wajib berpartisipasi demi kemajuan pendidikan guna mendukung terlaksananya 
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu t ukungan sumber daya.    

SATUAN PE DIKAN 

Setiap satuan pendidikan berhak un

a. memperoleh dana operasional dan pem  pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang 

BAB III 
AH DAERAH DAN MAS

Pasal 5 
ntah Daerah berhak  mengelola, memantau dan mengendalikan penyeleng

 

Pasal 6 

agunaka
kependidikan, kurikulum, buku
serta pemeliharaannya untuk sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;                          

b. membantu penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; 

c. menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan dan 
kemudahan pendidikan;  

d. menyediakan anggaran pendidikan; dan 

e. menyelenggarakan wajib 

idikan. 

 

Pasal 8

ermasuk d

 

BAB IV 
NDI

Pasal 9 
tuk: 

eliharaan
diselenggarakan oleh pemerintah;   

b. memperoleh bantuan dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan 
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yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan 

Pasal 10 
etiap satuan pendidikan berkewajiban untuk: 

a. menjamin pelaksanaan hak-hak pese  untuk memperoleh pendidikan tanpa 
li peserta didik; 

erbasis sekolah kepada Komite Sekolah dan 

imal (SPM); dan 

-Undangan yang 

BAB V 
PESERTA DIDIK  

Bagian kesatu  
H

Setiap peserta didik pada satuan pend

a. mendapat pendidikan agama sesuai d a yang dianutnya dan diajarkan oleh 
 untuk menjalankan ibadah yang 

 luar biasa; 

ademik; 

katan gizi yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan 

 

n tidak menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan. 

c. merencanakan, menyusun Kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku .  

 

S

rta didik
membedakan status sosial dari orang tua/wa

b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Sekolah untuk menerapkan dan 
mengembangkan manajemen berbasis sekolah; 

c. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Sekolah (APBS), dan pelaksanaan manajemen b
seluruh orang tua/wali peserta didik; 

d. menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik;. 

e. melaksanakan Standar Pelayanan Min

f. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang
berlaku.  

 

ak dan Kewajiban 
Pasal 11 

idikan berhak untuk: 

engan agam
pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan
dipeluknya; 

b. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya termasuk 
peserta didik

c. mendapat beasiswa atau penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi baik di bidang 
akademik maupun non ak

d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan santunan 
kecelakaan,  kematian serta pening
Walikota;  

e. mendapat pembebasan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tergolong keluarga 
miskin; dan

f. menyelesaikan batas waktu program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-
masing denga
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Pasal 12 
Setiap peserta didik berkewajiban untuk: 

a. mematuhi semua peraturan yang berlaku

endidikan; 

enjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan 

ari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

 

Penerimaan dan Daftar Ulang 

(1) Penerimaan peserta didik dil Pendidikan sesuai dengan daya 
tampung pada satuan pendidikan di baw asi Dinas. 

eadilan dan keterbukaan. 

ng sedikit 10 peserta didik dan paling banyak 25 peserta didik.  

 

 didik untuk kelompok non teknologi dan 20 peserta didik 

 

Mutasi 

(1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan da ng pendidikan yang sejenis dan setara oleh 

; 

b. menghormati pendidik dan tenaga kep

c. menjaga norma-norma pendidikan untuk m
pendidikan; 

d. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang 
dibebaskan d
yang berlaku; dan 

e. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan. 

Bagian Kedua 

Pasal 13 
aksanakan oleh Pengelola Satuan 

ah koordin

(2) Sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah 
pendaftar melebihi kapasitas daya tampung berdasarkan asas k

(3) Warga Negara Asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang 
diselenggarakan di daerah.  

(4) Taman Kanak-kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat jumlah peserta didik dalam satu 
rombongan belajar/kelas pali

(5) Sekolah Dasar (SD),Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 
Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA),Madrasah Aliyah (MA)
jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 20 peserta didik dan 
paling banyak 40 peserta didik. 

(6) Sekolah Menengah Kejuruan jumlah peserta didik setiap rombongan belajar antara 20 peserta 
didik sampai dengan 40 peserta
sampai dengan 36 peserta didik untuk kelompok Teknologi, Pertanian, dan Seni Kerajinan. 

(7) Daftar ulang hanya diberlakukan terhadap peserta didik yang tidak naik kelas dan tidak lulus 
tanpa dipungut biaya. 

(8) Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik ditetapkan dengan Peraturan Walikota.  

Bagian Ketiga 

Pasal 14 
lam jenja
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Pengelola/Penyelenggara Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas. 

etara. 

 PENDIDIKAN FORMAL 
Bagian Kesatu 

Tang rah 

Pemerintah Daerah bertangg kan dasar dan menengah di 
Daerah yang meliputi:  

 serta pemeliharaannya; dan 

Tanggung Jawab Masyarakat, Organisasi/Yayasan 

Masyarakat, organis ng mendirikan dan 
menyelengarakan satuan pendidikan, bertanggung jawab atas : 

atuan pendidikan yang didirikan. 

 

Pendirian dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan   

(1) Pemerintah Daer dan hukum dapat 
mendirikan satuan pendidikan formal. 

al 18 
) Pendirian satuan pendidikan formal, didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan 

pengembangan pendidikan secara lokal, asional, dan internasional. 

(2) Peserta didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk 
mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan dan jalur pendidikan lain yang s

 

BAB VI 

gung Jawab Pemerintah Dae
Pasal 15 

ung jawab atas penyelenggaraan pendidi

a. pengadaan, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan ,buku pelajaran, sarana dan 
prasarana pendidikan

b. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan. 

 

Bagian Kedua 

Pasal 16 
asi atau yayasan kependidikan berbadan hukum ya

a. pengadaan sarana prasarana; 

b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan 

c. keberlangsungan serta mutu s

Bagian Ketiga 

Pasal 17 
ah, masyarakat, organisasi atau yayasan yang berba

(2) Walikota menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh Pemerintah Daerah.  

(3) Kepala Dinas menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh yayasan/masyarakat. 

 

Pas
(1

 regional, n
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(2) Pendirian satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat studi kelayakan yang meliputi:  

a. sumber peserta didik; 

b. pendidik dan tenaga kependidikan; 

c. kurikulum dan program kegiatan belajar; 

garaan sekolah. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditambah persyaratan 

suai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan 

syarakat; dan 

n pendidikan. 

4  etentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis pendirian satuan pendidikan 

) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. penyelenggara satuan pendidikan ak mampu menyelenggarakan kegiatan 
pembelajaran;  

asikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan 
da satuan pendidikan hasil 

raturan 

Pasal 20 
) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar 

atau penghapusan satuan pendidikan

(2) Penutupan satuan pendidi atuan pendidikan tidak lagi 

d. sumber pembiayaan; 

e. sarana dan prasarana; dan  

f. manajemen penyeleng

(3) Pendirian satuan pendidikan 
sebagai berikut: 

a. adanya potensi lapangan kerja yang se
didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan sejenis sesuai dengan 
kebutuhan ma

 

b. adanya dukungan masyarakat termasuk Dunia Usaha/Dunia Industri dan Unit Produksi 
yang dikembangkan di satua

( ) K
formal diatur dengan Peraturan Walikota. 

 

Pasal 19 
(1

formal tid

b. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal; dan  

c. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.  

(2) Satuan pendidikan formal yang diintegr
administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepa
integrasi. 

(3) Tata cara dan syarat teknis pengintegrasian satuan pendidikan formal diatur dengan Pe
Walikota. 

 

Bagian Keempat 
Penutupan Satuan Pendidikan 

(1
. 

kan formal n apabila sdilakuka
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m mee

pat berupa perubahan nomenklatur satuan 
e

 

Bagian Kelima 
Kurikulum Pendidikan Formal 

Pasal 21 
(1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan form l berpedoman pada standar nasional dan 

dimungkinkan untuk menerapkan st nal sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 

(2) Diversifikasi kurikulum pada setiap satu ikan formal disesuaikan dengan kebutuhan 

khlak mulia; 

tan potensi,kecerdasan, dan minat peserta didik; 

 lingkungan; 

ah dan nasional; 

dan seni budaya; 

ta nilai-nilai kebangsaan. 

 satuan pendidikan dengan 
dan kemampuan peserta didik serta sumber daya 

g bersangkutan. 

 waktu yang sudah ditentukan dan hal 

(1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah bahasa Indonesia. 

nuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. 

(3) Perubahan nama satuan pendidikan formal da
p ndidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum, dan terlebih dahulu 
dikoordinasikan oleh Dinas. 

 

a
andar internasio

berlaku. 

an pendid
peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya. 

(3) Satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan 
memperhatikan: 

a. agama  

b. peningkatan iman dan taqwa; 

c. peningkatan a

d. peningka

e. keragaman potensi daerah dan

f. tuntutan pembangunan daer

g. tuntutan dunia kerja; 

h. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi 

i. dinamika perkembangan global; dan 

j. persatuan nasional ser

(4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada
mempertimbangkan kondisi lingkungan 
yang dimiliki oleh satuan pendidikan yan

(5) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan target
tersebut menjadi tanggung jawab tenaga pendidik. 

 

Bagian Keenam 
Bahasa Pengantar 

Pasal 22 
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(2) Bahasa Jawa dapat digunakan seba  dalam tahap awal pendidikan. 

(3) Pada jenjang pendidikan dasar dan mene  pelajaran bahasa Jawa wajib diajarkan. 

pendidikan tertentu 

BAB VII 

Manajemen dan Kelembagaan 

(1) Pendidikan non formal da tah Daerah atau masyarakat, 
organisasi non yayasan yang berbada

(2) Penyelenggaraan pendidika merintah Daerah dilaksanakan 
oleh Dinas dan/atau instansi terkait serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).  

oleh Lembaga Kursus, Lembaga pelatihan, 

ndidikan  

jar. 

ng ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan proses penilaian 
n dengan mengacu kepada Standar Nasional. 

Pasal 24 

ndukung pendidikan 
formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat. 

(2) Penyelenggara kursus dan program y bungan dengan pendidikan non formal 

gai bahasa pengantar

ngah mata

(4) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan 
untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik 

 

PENDIDIKAN NON FORMAL  
Bagian Kesatu 

Pasal 23 
pat diselenggarakan oleh Pemerin

n hukum. 

n non formal yang dilakukan Pe

(3) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukan masyarakat dan organisasi non 
yayasan yang berbadan hukum dilaksanakan 
kelompok belajar, Pusat Kegiatan masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan 
yang sejenis.  

(4) Manajemen pendidikan non formal melibatkan unsur: 

a. pembina;  

b. penyelenggara;  

c. pendidik; 

d. tenaga kepe

e. penilik; dan  

f. warga bela

(5) Lembaga penyetaraan ya
terhadap satuan pendidika

 

(1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan 
pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pe

ang berhu
bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan 
pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian 
profesional. 

(3) Penyelenggaraan pendidikan non formal harus dikoordinasikan dengan Dinas 
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(4) Penyelenggaraan pendidikan non formal untuk tujuan khusus harus mendapat ijin dari Dinas. 

(5) Ketentuan mengenai persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh ijin dan/ 
atau rekomendasi diatur dengan Peraturan Walikota. 

Jenis Pendidikan Non Formal 

a. pendidikan kecakapan hidup;  

b. pendidikan anak usia din

c. pendidikan kepemudaan;  

 

pelatihan kerja;   

  

ngembangkan kemampuan warga belajar. 

 formal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia 

g dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program 
. 

e

idikan Non Formal 

pakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau 
pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai dengan ketentuan Ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan yang

(2) Ketentuan mengenai pen lum pendidikan non formal 
diatur dengan Peraturan Walikota. 

AK USIA DINI 

 jenjang pendidikan dasar. 

 
Bagian Kedua 

Pasal 25 
(1) Pendidikan non formal meliputi: 

i;  

d. pendidikan pemberdayaan perempuan;  

e. pendidikan keaksaraan;  

f. pendidikan ketrampilan dan 

g. pendidikan kesetaraan; dan

h. pendidikan lain yang ditujukan untuk me

(2) Pelaksanaan pendidikan non
usaha serta dunia industri. 

(3) Pemerintah memberikan peluan
pendidikan non formal unggulan

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan non formal diatur 
d ngan Peraturan Walikota. 

 

Bagian Ketiga 
Kurikulum Pend

Pasal 26 
(1) Kurikulum pendidikan non formal meru

 berlaku 

yusunan dan pengembangan isi kuriku

 

BAB VIII 
PENDIDIKAN AN

Pasal 27 
(1) Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum
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(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselen lalui jalur: 

a. pendidikan formal;  

i pada jalur pendidikan formal berbentuk:  

TK); atau  

 yang sederajat. 

k: 

); atau  

jalur pendidikan informal berbentuk: 

rakan oleh lingkungan. 

BAB IX 
 KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS 

(1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki 
kebutuhan khusus karena kelainan fisik, l, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi 
kecerdasan dan 

(2) Pendidikan khusus dapat berbentuk:  

s merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah yang 
, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. 

 

BAB X 

(1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pem rintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan 
oleh kelompok masyarakat dari pem ma sesuai dengan Ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 

(2) Pendidikan keagamaan berfungsi memp peserta didik menjadi anggota masyarakat 
yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu 

ggarakan me

b. non formal; dan/atau  

c. informal. 

(3) Pendidikan anak usia din

a. Taman Kanak-Kanak (

b. bentuk lain

(4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentu

a. Kelompok Bermain (KB);  

b. Taman Penitipan Anak (TPA

c. bentuk lain yang sederajat. 

(5) Pendidikan anak usia dini pada 

a. pendidikan keluarga, atau  

b. pendidikan yang diselengga

 

PENDIDIKAN
Pasal 28 

 emosiona
bakat istimewa. 

a. pendidikan inklusif;  

b. akselerasi; atau  

c. eskalasi. 

(3) Pendidikan layanan khusu
mengalami bencana alam

PENDIDIKAN KEAGAMAAN 
Pasal 29 

e
eluk aga

berlaku. 

ersiapkan 
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agama. 

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan: 

a. formal;  

b. non formal; dan  

c. informal. 

abhaja samanera, dan 
ang sejenisnya. 

dikan keagamaan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

BAB XI 

Bagian Kesatu 
Tujuan dan Peserta didik 

 
(1)  Pendidikan be garakan dengan 

menggunakan Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi agar mam  berkolaborasi secara global. 

(2)  Tujuan penyelenggaraan pend l adalah untuk mengakomodasi 
peserta didik yang ingin bekerja/melanju dikan pada jenjang yang lebih tinggi di 

(3) 

alikota. 

n acuan kurikulum yang menunjang upaya 

(6) 
paya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat 

 (7)

a 

(4) Pendidikan keagamaan berbentuk  diniyah, pesantren, pasraman, p
bentuk lain y

 

(5) Bentuk pendi
Undangan yang berlaku. 

 

PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL DAN  
PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL 

Pasal 30
rtaraf internasional adalah pendidikan yang diseleng

pu bersaing serta

idikan ber rnasionataraf inte
tkan pendi

luar negeri. 

 Penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang 
telah mencapai kategori formal mandiri. 

(4)  Peserta didik  pendidikan bertaraf internasional adalah lulusan pada jenjang di bawah satuan 
pendidikan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur secara khusus dengan 
Peraturan W

(5)  Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang 
menyelenggarakan pendidikan denga
pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat. 

 Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah untuk mengakomodasi 
peserta didik dalam u
daerah setempat. 

  Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan 
yang telah mencapai katagori  formal mandiri. 

(8)  Peserta didik  pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah lulusan pada jenjang di bawah 
satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur secara khusus dengan 
Peraturan Walikot
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Bagian ke dua 

 (1) an bertaraf internasional dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan 
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi agar mampu berkolaborasi secara global. 

(2) Kurikulum pendidikan berbas gkan oleh satuan pendidikan 
dengan mengacu  pada Standar Nasiona an yang diperkaya dan  dikembangkan 

(3) 
bal. 

 

(1) Bahasa pengantar pada satuan pendidikan be araf internasional adalah: 

a. bahasa Indonesia;  

b. bahasa Inggri

c. bahasa asing lainnya sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. 

ikan, dan 
dengan Standar Nasional Pendidikan serta tuntutan kemajuan ilmu 
gi global. 

(3) ternasional dapat memperkerjakan pendidik dan tenaga 
an memperhatikan 

Bagian Keempat 

(1)  awal satuan pendidikan bertaraf 
internasional yang diselenggarakan oleh P erintah Daerah disediakan oleh Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau h. 

(2) Pembiayaan untuk pendidikan dan p tahap awal satuan pendidikan berbasis 
keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab 

Kurikulum dan Ujian Akhir 
Pasal 31 

 Kurikulum pendidik

 bersaing serta 

is keunggulan lokal dikemban
l Pendidik

sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. 

Ujian akhir pada satuan pendidikan bertaraf internasional wajib mengikuti ujian  nasional dan 
uji kompetensi sesuai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara glo

(4) Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu kepada ujian 
nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. 

Bagian Ketiga 
Bahasa Pengantar, Pendidik, Tenaga Kependidikan 

dan Sarana Prasarana 
Pasal 32 

rt

s; dan/atau  

(2) Satuan pendidikan bertaraf internasional harus memiliki pendidik, tenaga kependid
sarana/prasarana sesuai 
pengetahuan dan teknolo

Satuan pendidikan bertaraf in
kependidikan asing untuk mendukung proses pembelajaran deng
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku . 

 

Pembiayaan 
Pasal 33 

Pembiayaan untuk pendidikan dan pengembangan tahap
em

 Pemerintah Daera

engembangan 

Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.  
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(3) 
g diselenggarakan oleh masyarakat 

(4) 
 

 

(1) ertaraf 
internasional dan yang berbasis keunggulan lokal pada semua jenjang dan jenis pendidikan. 

(2) Satuan pendidikan bertaraf internas  pendidikan yang berbasis keunggulan 
lokal dapat diselenggarakan se u.  

(3) Perguruan Tinggi dan lembaga lain yan n dapat berperan memberikan pembinaan 

Pem an Pendidikan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pendidikan bertaraf internasional dan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal 
sesuai dengan kewenangan masing-masi

 

an Peserta Didik 
Pasal 36 

(1) Lembaga pendidikan asing yang ter atau yang diakui di negaranya dapat 
menyele Ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan yang

(2) Tujuan pendidikan pada lemba eh mempunyai tujuan pendidikan 
yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. 

l 25 % (persen) dari keseluruhan pendidik dan 

Pembiayaan untuk pendirian tahap awal dan pengembangan satuan pendidikan bertaraf 
internasional dan/atau yang berbasis keunggulan lokal yan
disediakan oleh yayasan atau lembaga yang berbadan hukum. 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan 
pendidikan bertaraf internasional dan/atau yang berbasis keunggulan lokal untuk
memperoleh sumber dana yang diperlukan untuk pengembangan program pendidikan. 

Bagian Kelima 
Peran Pemerintah Daerah  

Pasal 34 
Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan b

ional dan satuan
bagai satuan pendidikan terpad

g kompete
terhadap tenaga kependidikan berkaitan dengan bahasa pengantar khususnya bahasa Inggris, 
dan bahasa asing lainnya. 

 

Bagian Keenam 
Pengawasan 

Pasal 35 
erintah Daerah, dan Dew

ng. 

BAB XII 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA ASING 

Bagian Kesatu 
Tujuan D

akreditasi 
nggarakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Daerah sesuai dengan 

 berlaku. 

ga pendidikan asing tidak bol

(3) Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing wajib bekerjasama dengan 
lembaga pendidikan nasional dan mengikutkan                warga negara Indonesia sebagai 
pendidik dan pengelola masing-masing minima
25 % (persen) pengelola pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang didirikan secara 
bersama tersebut. 
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(4) Peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh 
lembaga pendidikan asing mencakup warga negara Indonesia dan warga negara asing. 

 

Bagian Kedua  

Satuan pendidikan dasar dan menengah yang didirikan oleh lembaga pendidikan asing harus 
memiliki sarana pendidikan, buku pelajaran, su ber belajar, pendidik dan tenaga kependidikan 
sesuai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global. 

(1) Struktur kurikulum pendidikan dan sistem ujian pada lembaga pendidikan asing mengikuti 
kurikulum pendidikan di negara asalnya dan tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan 
nasional. 

(2) Selain mengikuti k ada ayat (1), lembaga 
pendidikan asing wajib memberikan pe a, dan kewarganegaraan bagi peserta 
id

ang digunakan di negara asal dan bahasa Indonesia. 

(1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan ol h lembaga pendidikan asing wajib mengikuti 
proses akreditasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku . 

(2) Pemerintah Daerah berwe n terhadap penyelenggaraan 
pendidikan oleh lembaga pen

ro

Tenaga Pendidik  
Pasal 40 

Sarana Pendidikan  
Pasal 37 

m

 

Bagian Ketiga  
Kurikulum, Bahasa Pengantar dan Ujian Akhir 

Pasal 38 

urikulum dan sistem gaimana dimaksud pujian seba
ndidikan agam

d ik warga negara Indonesia. 

(3) Bahasa pengantar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan 
asing adalah bahasa y

(4) Ujian akhir pada lembaga pendidikan asing terdiri atas ujian akhir yang berlaku di negara 
asal dan bagi peserta didik warga negara Indonesia wajib mengikuti  ujian nasional. 

 

Bagian Keempat 
Akreditasi dan Pengawasan 

Pasal 39 

e

nang melakukan pengawasa
didikan asing di daerah.  

(3) P sedur pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing sebagaimana 
dimaksud pada ayat( 2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

 

BAB XIII 
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 
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(1) Calon tenaga pendidik yang akan pada satuan pendidikan formal yang 
diselenggarakan P iki kualifikasi sesuai 
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

(2) Guru mata pelajaran agama yang bagai tenaga pendidik selain harus 
memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan 
g

empatkan tenaga pendidik 
a

e

Bagian Kedua 

diberi tugas tambahan sebagai Kepala 
Sekolah. 

(2) Pengangkatan Kepala Sekolah harus yaratan umum dan persyaratan khusus 
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

(3) Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan sebagai berikut: 

sulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan berdasarkan aspirasi  

disampaikan kepada 

tapkan dengan Keputusan 

Sekolah. 

likota. 

syarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan. 

 diangkat 
emerintah Daerah dan masyarakat harus memil

 akan diangkat se

a ama yang diajarkan. 

(3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau men
y ng berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kurun waktu tertentu berdasarkan 
permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan 
kondisi dan kemampuan yang ada. 

(4) P ngangkatan dan Penempatan Tenaga Pendidik yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil 
pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh 
penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. 

 

Kepala Sekolah 
Pasal 41  

(1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat 

 memenuhi pers

a. Pengawas Sekolah bersama-sama Kepala Sekolah dan Komite Sekolah  setempat 
mengu
pendidik; 

b. usulan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a 
Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah; 

c. Kepala Dinas membentuk tim seleksi Calon Kepala Sekolah; 

d. seleksi calon Kepala Sekolah dilakukan secara obyektif dan transparan; 

e. berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas mengusulkan calon Kepala Sekolah yang 
memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Walikota; 

f. penetapan calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi dite
Walikota; dan  

g. Walikota menetapkan Keputusan pengangkatan dan penempatan Kepala 

(4) Pendidik yang berstatus PNS yang diangkat menjadi Kepala Sekolah oleh satuan pendidikan 
yang diselenggarakan masyarakat harus mendapat ijin dari wa

(5) Tata cara pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan ma
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Bagian ketiga 
TUGAS KEPALA SEKOLAH 

 Pasal 42  
as Kepala Sekolah adalah sebagai:  Tug

. pemimpin;  

b. manager;  

c. pendidik;  

lim kerja; dan 

 

Bagian Keempat 
Tanggungjawab dan Wewenang Kepala Sekolah 

Pasal 43  
 jawab Kepala Sekolah adalah: 

a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif  
warga sekolah dan komite sekol

b. melakukan ko kolah dalam setiap 
pengambilan keputusan sekolah.  

e dan menentukan metode kerja untuk 

agian kelima 

h yang diselenggarakan pemerintah adalah 4 (empat) tahun. 

(2) Masa Tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat  ditentukan oleh 
penyelenggara pendidikan yang bersa

(3) Kepala Sekolah pada satuan kan Pemerintah dapat diangkat 
kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas prestasi baik berdasarkan hasil monitoring 

a

d. administrator;  

e. wirausahawan; 

f. pencipta ik

g. penyelia. 

(1) Tanggung

ah; dan  

ordinasi dengan warga sekolah dan komite se

(2) K pala Sekolah mempunyai  wewenang memilih 
mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai 
dengan kode etik profesi. 

 

B
Masa Tugas Kepala Sekolah 

Pasal 44 

(1)  Masa Tugas Kepala Sekola

ngkutan.  

 pendidikan yang diselenggara
apabila ber

dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan  Keputusan Walikota. 

(4)  Kepala Sekolah  pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat diangkat 
kembali untuk masa tugas berikutnya berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan 
pendidikan yang bersangkutan.  
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(5)  Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah yang sudah  
melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat diangkat kembali menjadi Kepala 
Sekolah apabila: 

a.   telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau 

b.  memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah 
lain. 

 

 Kepala Sekolah (6) yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai 
enjang 
n dan 

(7)  Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai 
Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki prestasi amat baik, dapat 

(1)  

a.  permohonan sendiri; 

b.  masa tugas berakhir; atau 

c.  dinilai tidak berhasil dal

(2)  Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena: 

 fungsional guru; 

 lain; 

n sedang dan berat; 

(3) h pemerintah sebagaimana 
t (2) dilaksanakan oleh Walikota. 

(4) garakan oleh masyarakat sebagaimana 
sanakan oleh penyelenggara pendidikan. 

 

Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan j
jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbinga
konseling sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

dipromosikan kedalam jabatan fungsional maupun struktural, sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

 
Bagian Keenam 

Pemberhentian Kepala Sekolah 
Pasal 45 

Kepala sekolah dapat diberhentikan karena: 

am melaksanakan tugas. 

a.  telah mencapai batas usia pensiun jabatan

b.  diangkat pada jabatan

c.  dikenakan hukuman disipli

d.  diberhentikan dari jabatan guru; atau 

e.  meninggal dunia. 

Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan ole
dimaksud pada ayat (1) dan aya

Pemberhentian Kepala Sekolah yang diseleng
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilak

Bagian Ketujuh 
Pemindahan dan Penempatan Tenaga Kependidikan 

Pasal 46 
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(1) Pemindahan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dari satuan pendidikan ke satuan 
pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau untuk kepentingan 
dinas dilakukan oleh Walikota. 

(2) Pemindahan tenaga kependidikan se ksud pada ayat (1) yang berkedudukan 
sebagai tenaga p didikan yang lain, 
dapat dilaksana miliki potensi dan 
kemampuan yang sangat dibutuhkan ser hi ketentuan yang berlaku, dilakukan oleh 

ikan formal ke satuan pendidikan formal yang lain dilakukan 

Pasal 47 

a pengembangan karir, tenaga kependidikan yang berprestasi mendapat 
penghargaan dalam jenjang jabatan atau bentuk lain.  

(3) Tenaga pendidik dapat diberi tuga dudukan sebagai Kepala Sekolah, 
Wakil K la Instalasi, 
Ketua Program Studi/Ketua Jurusan, s, Instruktur, Guru Inti, Pemandu Mata 

ran Perundang-Undangan 

arakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan 

an profesionalnya sesuai dengan 

bagaimana dima
endidik dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pen

kan sepanjang tenaga yang bersangkutan mependidik 
ta memenu

Walikota. 

(3) Pemindahan tenaga pendidik yang masih berstatus sebagai Guru Bantu/Guru Tenaga Pekerja 
Harian Lepas dari satuan pendid
oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

(4) Untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik, Pemerintah Daerah dapat mengangkat tenaga 
pendidik yang baru atau menempatkan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memiliki akta 
kependidikan dan sertifikasi profesi. 

(5) Pemindahan dan penempatan tenaga kependidikan didasarkan pada asas pemerataan, domisili 
dan formasi. 

 

Bagian Kedelapan 
Pengembangan Karir Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

(1) Pengembangan karir tenaga kependidikan berdasarkan kinerjanya. 

(2) Dalam rangk

s tambahan dalam ke
epala Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah, Ketua Bidang Keahlian/Kepa

Wali Kela
Pelajaran, dan tugas tambahan lain sesuai dengan Ketentuan Peratu
yang berlaku. 

(4) Ketentuan pangkat dan jabatan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan Ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

(5) Tenaga pendidik yang mendapat tugas tambahan mendapat tunjangan sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

(6) Jabatan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai PNS pada satuan pendidikan 
yang diselengg
yang bersangkutan. 

 

Pasal 48 

(1) Tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampu
standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan 
daerah. 
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(2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada tenaga 
kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing. 

(3) Pemerintah Daerah bertanggungjaw ngkatkan kemampuan profesi tenaga 
kependidikan sesuai dengan kebutuhan endidikan dalam mencapai standar profesi. 

a

mpuan profesi tenaga kependidikan akan diatur dengan Peraturan 

sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 
dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.   

(2) Masyarakat, organisasi, atau yayasan yang berbadan hukum penyelenggara pendidikan  
berkewajib ang berstatus 
pegawai tetap yayasan atau tenaga honorer secara berkala.  

e

a. Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat; dan 

b. Pendidik dan Pegawai Tata Usa

(2) Pada satuan
kependidikan meliputi: 

 

ani; 

uru bimbingan dan penyuluhan/konselor, pustakawan, laboran, serta 

ab meni
tenaga kep

D lam memenuhi kewajiban Walikota memberdayakan peran Dinas, lembaga penjamin 
mutu, organisasi profesi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya secara optimal. 

(4) Pengembangan kema
Walikota. 

 

Bagian Kesembilan 
Hak, Tunjangan/Bantuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Pasal 49 
(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan/tunjangan kesejahteraan pegawai kepada tenaga 

pendidik/kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus PNS maupun yang 
tidak berstatus PNS 

an memberikan gaji dan tunjangan kepada tenaga kependidikan y

(3) T naga pendidik dan kependidikan baik yang berstatus PNS dan tidak berstatus PNS berhak 
memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

 

Bagian Kesepuluh 
Kebutuhan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan 

Pasal 50 
(1) Pada satuan pendidikan prasekolah sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan 

meliputi: 

ha. 

 pendidikan Sekolah Dasar (SD) sekurang-kurangnya terdapat tenaga 

a. kepala sekolah;  

b. guru kelas;  

c. guru mata pelajaran pendidikan agama;  

d. guru mata pelajaran pendidikan jasm

e. pegawai tata usaha; dan 

f. dapat diadakan g
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teknisi sumber belajar. 

 Pertama (SMP) sekurang-kurangnya terdapat 

 
lor;  

 usaha;  

 koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar. 

 Sekolah Menengah Atas (SMA) sekurang-kurangnya terdapat tenaga 

;  

ekolah;  

 
lor;  

 usaha;  

 koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar. 

n Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat sekurang-
a kependidikan meliputi: 

; 

ekolah;  

 

(3) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah
tenaga kependidikan meliputi: 

a. kepala sekolah; 

b. wakil kepala sekolah; 

c. wali kelas;  

d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;  

e. guru bimbingan dan konseling/konse

f. guru khusus;  

g. kepala tata usaha;  

h. pegawai tata

i. pustakawan;  

j. laboran, dan 

k. dapat diadakan

(4) Pada satuan pendidikan
kependidikan meliputi: 

a. kepala sekolah

b. wakil kepala s

c. wali kelas;  

d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;  

e. guru bimbingan dan konseling/konse

f. guru khusus;  

g. kepala tata usaha;  

h. pegawai tata

i. pustakawan;  

j. laboran; dan  

k. dapat diadakan

(5) Pada satuan pendidika
kurangnya terdapat tenag

a. kepala sekolah

b. wakil kepala s

c. ketua bidang keahlian/kepala instalasi/ketua jurusan;  

d. ketua program keahlian/kepala bengkel/kepala laboratorium;   
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e. guru program diklat;  

nseling/bimbingan karir/konselor;  

inator mata pelajaran dan Kepala Asrama. 

Pasal 51 
ikan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi 

pembinaan profesional, 

) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan 
pendidikan. 

e

 

ARANA DAN PRASARANA 

Pasal  52 
(1) Setiap peserta didik berhak menerima sebagai buku wajib dalam proses belajar 

mengajar tanpa dipungut bia

(2) Pengadaan buku ajar sebagaimana di at (1) dilakukan oleh          Pemerintah 
Daerah. 

(3) Selain buku ajar sebagaimana dimaksud  (2) sekolah dapat menggunakan buku ajar 

didikan dan komite sekolah dilarang melakukan penjualan 

 

ng dan Bangunan 

f. guru bimbingan dan ko

g. guru khusus;  

h. kepala tata usaha;  

i. pegawai tata usaha;  

j. teknisi;  

k. pustakawan;  

l. laboran; dan  

m. dapat diadakan koord

 

(1) Tenaga Kependid
pendidikan yang diakui dan berbadan hukum sebagai wahana 
pengabdian, dan perjuangan. 

(2

(3) K tentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran 
dasar/anggaran rumah tangga masing-masing organisasi. 

BAB XIV 
S

Bagian Kesatu 
Buku Ajar 

 buku ajar 
ya. 

maksud pada ay

 pada ayat
yang lain sebagai buku pendamping. 

(4) Tenaga pendidik, tenaga kepen
buku ajar kepada peserta didik.  

Bagian Kedua 
Rua

Pasal 53 

http://bphn.go.id/



(1) Setiap Satuan Pendidikan sekurang-kurangnya memiliki: 

a. ruang pendidikan;  

b. ruang administrasi; dan  

nya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang 

akan dana pemeliharaan dan perawatan  ruang dan bangunan 
ai dengan kemampuan. 

BAB XV 

esatu 
Tujuan dan Sasaran Evaluasi 

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka:  

a. pengendalian mutu pendidikan roleh masukan guna pengembangan 
pendidikan selanjutnya; d

b. sebagai bentuk akuntabilitas publik. 

v

  semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. 

 

Bagian Kedua 
Evaluasi Belajar 

(1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab guru dan satuan pendidikan yang 
bersangkutan, yang meliputi proses d  dengan menerapkan prinsip ketuntasan 
belajar secara berkesinambungan. 

(2) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi: 

 

 

didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk 
petensi tertentu. 

c. ruang penunjang. 

(2) Spesifikasi dan ukuran
berlaku. 

(3) Pemerintah Daerah menyedi
satuan pendidikan sesu

 

EVALUASI 
Bagian K

Pasal 54 

 serta mempe
an  

(2) E aluasi dilakukan terhadap:  

a. peserta didik;  

b. tenaga kependidikan; dan  

c. lembaga dan program pendidikan pada

Pasal 55 

an hasil belajar

a. penilaian kelas;  

b. ujian akhir;  

c. test kemampuan dasar; dan  

d. penilaian mutu. 

(3) Evaluasi peserta 
mencapai standar kom
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(4) Peserta didik berhak mendapat sertifikasi atas dasar evaluasi yang dilakukan. 

ana dimaksud pada ayat (4) berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi. 

saian suatu satuan pendidikan setelah 
ul

 
 

) Evaluasi kinerja tenaga pendidik menjadi tanggung jawab  atasan  langsung, yang meliputi: 

a. perencanaan;  

b. pelaksanaan;  

c. penilaian hasil belajar;   

engayaan. 

enaga pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan 

si tenaga pendidik merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja 
peningkatan dan pengembangan tenaga kependidikan. 

n masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima 
a

ngenai tata cara evaluasi kinerja diatur dengan Peraturan Walikota. 

AKREDITASI 

da jalur pendidikan 

terhadap  satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) 

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan, objektif, dan akuntabel yang 
meliputi aspek:  

a. kurikulum/proses belajar mengaj

 

(5) Sertifikasi sebagaim

(6) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik sebagai 
pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyele
l us dalam ujian. 

(7) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada
peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk
melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi. 

 

Bagian Ketiga 
Evaluasi Kinerja 

Pasal 56 
(1

d. analisis hasil belajar; dan. 

e. perbaikan dan p

(2) Evaluasi kinerja t
sistemik. 

(3) Tes kompetensi dan sertifika
tenaga pendidik dalam rangka 

(4) Evaluasi kinerja yang dilakuka
d ri satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal. 

(5) Ketentuan lebih lanjut me

 

BAB XVI 

Pasal 57 
(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pa

formal dan non formal di setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

(2) Akreditasi 

ar; 

b. administrasi/manajemen sekolah; 
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c. organisasi/kelembagaan sekolah; 

d. s 
nagaan; 

lah diakreditasi berhak mendapat sertifikat dari BAS sesuai dengan 

S terdiri dari unsur-unsur: 

kan; 

an Swasta (BMPS);  

 
BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan 

mengenai tata cara akreditasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan 
ang berlaku. 

BAB XVlI 
PENGAWASAN 

Pasal 58 

(2) Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas Profesional 
yang terdiri dari Pengawas TK/SD, Pen un Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan 
Konseling serta dilaporkan secara b pada Kepala Dinas. 

(3) Pengawas pendidikan non formal dila lik Pendidikan Luar Sekolah. 

(4) Pengawasan bidang administratif manaj anakan oleh Pemerintah Daerah. 

a

gawasan terhadap kebijakan, program, 
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. 

arana dan prasarana; 

e. kete

f. pembiayaan; 

g. peserta didik/siswa; 

h. peranserta masyarakat; dan  

i. lingkungan/kultur sekolah. 

(4) Satuan pendidikan yang te
tingkat kelayakannya. 

(5) Keanggotaan BA

a. Dinas Pendidi

b. Dewan Pendidikan; 

c. organisasi profesi; 

d. Badan Musyawarah Perguru

e. pengawas; dan 

f. masyarakat. 

(6) Susunan keanggotaan 
Keputusan Walikota. 

(7) Ketentuan lebih lanjut 
Perundang-Undangan y

 

Bagian Kesatu 
Umum 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan 
menengah serta pendidikan luar sekolah. 

gawas Rump
erkala (triwulan) ke

kukan oleh Peni

erial dilaks

(5) P da setiap satuan pendidikan terdapat fungsi pengawasan melekat. 

(6) Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pen
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(7) Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, 
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan satuan pendidikan. 

 
Bagian Kedua 

Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah dan Penilik  
Pasal 59 

melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang 
it

embina penyelenggaraan 
e

(4) Penilik sekolah mempunyai tugas pokok m rencanakan, melaksanakan, membimbing dan 
melaporkan kegiatan penilikan pendid l  

Bagian Ketiga 

gawas Sekolah adalah: 

 

onseling; dan 

 

(2) Wewenang Pengawas Sekolah adalah: 

a. memilih dan menentukan meto  mencapai hasil yang optimal dalam 
melaks  dan  

b. menentukan dan mengusulkan progr aan serta melakukan pembinaan.  

 bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan 

a lembaga penyelenggara program 
ti: 

(1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis 
untuk 
d unjuk/ditetapkan. 

(2) Penilik sekolah adalah pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis  

(3) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan m
p ndidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi 
tanggungjawabnya. 

e
ikan non forma

 

Tanggungjawab dan Wewenang Pengawas Sekolah dan Penilik 
Pasal 60 

(1) Tanggung jawab Pen

a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan 
penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 
Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, rumpun mata pelajaran/mata 
pelajaran dan bimbingan k

b. meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan 
siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. 

de kerja untuk
anakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;

am pembin

(3) Tanggung jawab Penilik: 

a. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program pendidikan non 
formal;  

b. meningkatkan mutu pembelajaran dan
pendidikan; 

c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pad
pendidikan non formal yang melipu

1) program pengembangan anak usia dini; 
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2) program keaksaraan fungsional; 

3) program paket A setara SD; 

4) program paket B setara SMP; 

5) program

lajar usaha; 

8) program

 dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu 

 pembinaan serta melakukan pembinaan. 

eempat 
as Sekolah dan Penilik 

Pasal 61 
 dilakukan secara terbuka, obyektif dan transparan 

 

BAB XVIlI 
WAJIB BELAJAR 

Pasal 62 

a. menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 tahun dan 
pendidikan menengah 3 tahun;  

b. menjamin setiap dari pendidikan dasar 
sampai dengan pendidikan menenga

(2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ma pun lembaga pendidikan yang diselenggarakan 
oleh masyarakat. 

IX 
ASYARAKAT 

 paket C setara SMA; 

6) program kelompok be

7) pembinaan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat; 

 pembinaan generasi muda; 

9) program keolahragaan; dan 

10) program taman baca masyarakat; 

d. Meningkatkan kualitas pembelajaran
keluaran. 

(4) Wewenang Penilik: 

a. memberi penilaian; dan 

b. Menentukan dan mengusulkan program

 

Bagian K
Pengangkatan Pengaw

Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik
oleh Walikota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban: 

 anak mendapatka atan belajar mulai n kesemp
h; dan 

c. membebaskan biaya pendidikan dasar bagi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.  

u

 

BAB X
PARTISIPASI M
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Pasal 63 
(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi: 

 

2) Komite Sekolah; dan/atau  

3) yayasan penyelengg

(2) Dunia usaha dan dunia industri wa antu penyelenggaraan pendidikan untuk 
pencapaian standar kem

it dengan industri, pelaksanaan praktek kerja industri, pendidikan sistem ganda 
nyaluran tenaga. 

 dunia industri wajib membina perkembangan unit produksi di satuan 

ga kerja, kamar dagang dan industri daerah, 
iban membantu satuan pendidikan dalam 

dan memberi pengakuan sertifikasi profesi sesuai program 
idikan. 

n atas peran masyarakat, dunia usaha dan dunia 
 pendidikan dan ditetapkan dengan keputusan 

n serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, 

ertujuan: 

an aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam 

an pelayanan pendidikan yang bermutu. 

(3) Untuk mencapai tujuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pendidikan berfungsi 
sebagai: 

a. perencanaan; 

b. pelaksanaan; 

c. pengawasan dan evaluasi program pendidikan; dan/atau 

d. pengembangan sarana prasarana melalui: 

1) Dewan Pendidikan; 

ara pendidikan. 

jib memb
ampuan sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi 

tertentu yang berlaku di lapangan kerja dan memberi kemudahan dalam proses pembelajaran 
yang terka
serta membantu pe

(3) Dunia usaha dan
pendidikan. 

(4) Dunia usaha dan dunia industri, dinas tena
asosiasi dan organisasi profesi berkewaj
perencanaan, pelaksanaan, 
keahlian yang ada pada satuan pend

(5) Pemerintah Daerah memberikan penghargaa
industri dalam membantu penyelenggaraan
Walikota. 

 

Pasal 64 
(1) Dewan Pendidikan mewadahi pera

pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. 

(2) Dewan Pendidikan b

a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan 
kebijakan dan program pendidikan; 

b. meningkatkan tanggung jawab dan per
penyelenggaraan pendidikan; dan 

c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam 
penyelenggaraan d

a. pemberi pertimbangan;  
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b. pendukung;  

c. pengontrol; dan  

d. mediator. 

(4) Keanggotaan Dewan Pendidikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

kepada walikota       

masyarakat dalam rangka:  

peningkatan mutu; dan 

an efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan. 

juan: 

dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan 
kebijakan opera

aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam 
penyelenggaraa

c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam 
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. 

(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana di da ayat (2) Komite Sekolah      berfungsi 
ebagai: 

 pengontrol; dan  

mediator. 

g 
laku. 

BAB XX 

agian Kesatu 
Sumber dan Penggunaan  

Pasal 66 
elenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara: 

; 

yang berlaku. 

(5) Dewan pendidikan bertanggungjawab 

 

Pasal 65 
(1) Komite Sekolah mewadahi peran serta 

a. 
b. pemerataan d

(2) Komite Sekolah bertu

a. mewadahi 
sional dan program pendidikan di satuan pendidikan; 

b. meningkatkan tanggung jawab dan peran 
n pendidikan di satuan pendidikan; dan 

maksud pa
s

a. pemberi pertimbangan; 

b. pendukung; 

c.

d. 
(4) Keanggotaan Komite Sekolah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yan

ber

(5) Komite Sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat. 

 

PENDANAAN PENDIDIKAN 
B

(1) Pembiayaan peny

a. Pemerintah Pusat
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b.

c

 Pemerintah Provinsi; 

 masyarakat. 

(2) Pemerintah Daerah menetapkan biaya pendidikan selain gaji tenaga kependidikan dan biaya 
pendidikan kedinasan minimal 20 % dar

(3) Pembiayaan pendidikan terd

a. biaya investasi; 

b. biaya operasional; dan 

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  huruf a meliputi: 

na dan prasarana; 

ya manusia; dan 

etap. 

abis pakai; dan 

didikan tak langsung berupa: 

3) huruf c, adalah biaya pendidikan yang 
kan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur 

jutan. 

 Kedua 
 Pendidikan 

Pasal 67 
rsumber dari masyarakat dipungut bagi orang tua/wali 

. Pemerintah Daerah; dan 

d.

i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

iri atas: 

c. biaya personal. 

(4) Biaya investasi satuan 

a. biaya penyediaan sara

b. pengembangan sumberda

c. modal kerja t

(5) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: 

a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; 

b. bahan atau peralatan pendidikan h

c. biaya operasi pen

1) daya; 

2) air; 

3) jasa telekomunikasi; 

4) pemeliharaan sarana dan prasarana; 

5) uang lembur; 

6) transportasi; 

7) konsumsi; 

8) pajak; dan 

9) asuransi. 

(6) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (
harus dikeluar
dan berkelan

 

Bagian
Sumbangan

(1) Biaya penyelenggaraan yang be

http://bphn.go.id/



peserta didik secara sukarela meliputi: 

engembangan Institusi; 

perasional sekolah; dan 

a. berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak satuan pendidikan dengan orang 
tua/wali peserta didik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Sekolah/(RAPBS)dan ng tua/wali peserta didik melalui rapat 
pleno; 

b. bagi orang tua/wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari 

erintah Daerah. 

tusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
kan diterima dan selesai daftar ulang di sekolah 

 baru di setiap 

ng melekat   pada gaji. 

katan yang diterima langsung penggunaaanya diprioritaskan untuk 

(4) 

inas Pendidikan. 

ksi yang menghasilkan sumber dana 
at sesuai dengan ketentuan Peraturan 

dangan yang berlaku. 

 pengembangan satuan pendidikan (block grant) dari Pemerintah, dan/atau 

a. Sumbangan P

b. iuran dana o

c. lain-lain, 

(2) (2)  Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:  

kemampuan ora

sumbangan; 

c. mendapatkan pengawasan dari Pem

(3) (3)  Sumbangan Pengembangan Insti
dilakukan setelah peserta  didik dinyata
tersebut. 

(4)  Sumbangan Pengembangan Institusi dikenakan hanya pada peserta didik
jenjang satuan pendidikan. 

(5)  Dana dari Sumbangan Pengembangan Institusi yang berasal dari orangtua/wali peserta 
didik penggunaannya diprioritaskan untuk biaya investasi sesuai Daftar Skala Prioritas 
(DSP). Dan tidak boleh digunakan untuk membiayai gaji pendidik dan tenaga kependidikan 
serta segala tunjangan ya

(6)  Dana sumbangan yang diterima dari tokoh/anggota masyarakat, pengusaha, organisasi 
sosial/kemasyara
pengembangan institusi. 

(7)  Pengelolaan biaya pendidikan harus berprinsip pada: 

a. keadilan; 

b. efisiensi; 

c. transparansi; dan  

d. akuntabilitas. 

(8)  Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja 
Sekolah (RAPBS) dengan melibatkan Komite Sekolah dan/atau penyelenggara satuan 
pendidikan untuk memperoleh pengesahan dari D

(9)  RABPS yang telah disyahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) 
dan laporan pertanggungjawaban APBS dipublikasikan di papan pengumuman sekolah. 

(10) Satuan pendidikan dapat mengembangkan unit produ
pendidikan dalam bentuk kerja sama dengan masyarak
Perundang-Un

(11) Dana bantuan
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Pemerintah Daerah, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan 
gan yang berlaku. 

(1) P
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

(2) W aksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; 

c. menyuruh berhenti seseorang dan m nda pengenal diri tersangka; 

d. melakukan penyitaan benda atau

ra; 

bahwa 

beritahukan hal tersebut kepada penuntut umum, 

beritahukan dimulainya penyidikan 

berikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan 

Perundang-Undan

(12) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tidak diperkenankan menarik dana di luar 
ketentuan yang sudah ditetapkan. 

 

BAB XXI 
PENYIDIKAN 

Pasal 68 
ejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 

pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang 
berlaku. 

ewenang Penyidik sebagaimana dim

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas 
pelanggaran Peraturan Daerah; 

emeriksa ta

 surat; 

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan    pemeriksaaan 
perka

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik 
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 
selanjutnya melalui penyidik mem
tersangka atau keluarganya; dan 

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem

 

BAB XXII 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 69 
(1) Walikota berwenang mem

pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini. 

(2) Sanksi administrasif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:  

a. teguran/peringatan; 

b. pencabutan ijin; 
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c. pembubaran. 

(3) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini bagi Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi 
administratif sesuai dengan ketentuan P undang-Undangan yang berlaku. 

 

BAB XXIII 

kota atau Kepala Dinas 
alam Pasal 17 ayat (2), dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara 

un dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

anggar ketentuan dalam  Pasal 13 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 18 

paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(3) Selain tindak pidana sebagaim (1) dan ayat (2) dapat dikenakan 
pidana lain sesuai ketentuan Pe n yang berlaku. 

KETENTUAN PENUTUP 

r setiap ora
 Lembaran Daerah Kota Semarang. 

pkan di Semarang 
8 Februari 2007  

H. SUKAWI SUTARIP 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal  3 Mei 2007 

eraturan Per

KETENTUAN PIDANA 
Pasal 70 

(1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Wali
sebagaimana dimaksud d
paling lama sepuluh tah
milyar rupiah). 

(2) Barang siapa mel
ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3),Pasal 37,Pasal 38 ayat (4),     Pasal 
39 ayat (1), Pasal 52 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat 
(7), ayat (8) dan ayat (9) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 

ana di  ayat 
raturan Perundang-Undanga

maksud pada

(4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran. 

 

BAB XXIV 

Pasal 71 
Hal–hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknik 
pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau  Keputusan Walikota. 

 

Pasal 72 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Aga ng dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam

 

Diteta
pada tanggal 

WALIKOTA SEMARANG 
ttd 
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SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 
ttd 

H. SOEMARMO HS 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARAN   SERI  E 
 

 

=============== @@@ ==
 

PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 
NOMOR  1  TAHUN  2007 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA SEMARANG 
 

 PENJELASAN UMUM 
Penyelenggaraan pendid  diharapkan mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pend tu serta relevansi dan efisiensi 
manajemen pendidikan untuk me  tantangan sesuai dengan tuntutan 
perkembang

Untuk mew  lain: 

1. Meningkatkan profesion ependidikan yang berbudaya, 
religius dan berorientasi pada tek ekonomian. 

2. M angkan 
as

3. Menyelenggarakan pendidikan sekolah dan luar sekolah yang sesuai dengan 
karakteristik masing-masing wilayah pe gembangan. 

 lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan memasuki   pasar 
k

ngan sebagaimana tersebut di atas maka Pemerintah Daerah 

G  TAHUN  2007  NOMOR  5

============= 

ATAS 

TENTANG 

 

I.
ikan di Kota Semarang
idikan, peningkatan mu

nghadapi
an jaman. 

ujudkan hal tersebut di atas, diperlukan langkah-langkah antara

alisme sumber daya manusia k
nologi dan per

enerapkan metode pembelajaran secara profesional yang dapat mengemb
pek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik secara proporsional. 

n

4. Meningkatkan mutu
erja. 

5. Meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur sekolah dan luar sekolah dalam rangka 
pementasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. 

Dengan pertimba
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Semarang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang 
yelengg

Cuk

Cuk

Cukup Jelas. 

 pendidikan adalah keselurahan komponen pendidikan yang saling terkait 
 mencapai tujuan pendidikan.    

 

 

Pasal 1

ukup Jelas. 

ukup Jelas. 

Pen araan Pendidikan di Kota Semarang.   

 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

 up Jelas. 

Pasal 2 

 up Jelas.  

Pasal 3 

 Cukup Jelas. 

Pasal 4 

 Cukup Jelas. 

Pasal 5 

 

Pasal 6 

 Sistem
secara terpadu untuk

Pasal 7 

 Cukup Jelas. 

Pasal 8 

 Cukup Jelas. 

Pasal 9 

 Cukup Jelas. 

Pasal 10

 Cukup Jelas. 

Pasal 11

 Cukup Jelas. 

2 

 C

Pasal 13 

 C

Pasal 14 

Ayat (1) 
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• Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan 
pendidikan suatu satuan pendidikan. 

h  satuan pendidikan yang sama didasarkan pada kekhususan 

ng memiliki  tingkat dan tujuan sama. 

Misalnya :  -  RA/BA dengan TK. 

MI dengan SD.  

  -  MTs dengan SMP. 

MA dengan SMA.  

Pasal 15 

 

Pasal 16 

 

Pasal 17 

 

Pasal 18 

 Cukup Jelas. 

Pasal 19 

 Cukup las. 

Pasal 20 

kup Jelas. 

ukup Jelas. 

ukup Jelas. 

kup Jelas. 

yat (1) 

at (2) 

• Sejenis adala
tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.  

• Setara adalah Satuan pendidikan ya

 -  

  -  

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Cukup Jelas. 

Cukup Jelas. 

Cukup Jelas. 

Je

 Cu

Pasal 21 

 C

Pasal 22 

 C

Pasal 23 

 Cu

Pasal 24 

 A

  Cukup jelas 

 Ay
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  Cukup jelas 

 Ayat (3) 

 

yat (4) 

us maksudnya adalah untuk kepentingan kelulusan, sertifikasi, 
dan untuk mendapat bantuan dari Dinas 

Cukup jelas 

 

 

  

  

 ukup jelas 

 Pendidikan Keaksaraan yaitu kegiatan bertujuan memberantas buta aksara 
ngka yang integral dengan mata pencahariaan 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas 

 A

 Tujuan Khus

 Ayat (5) 

  

Pasal 25 

 Ayat (1) 

           Huruf a  

  Cukup jelas 

  Huruf b 

  Cukup jelas 

  Huruf c  

 Cukup jelas 

Huruf d  

 C

  Huruf e  

  
dan a

  Huruf f  

   Cukup jelas 

  Huruf g 

   Cukup jelas 

  Huruf h  

   Cukup jelas 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas 

  Cukup jelas 
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Pasal 26 

 Cukup Jelas 

Pasal 27 

 Cukup Jelas. 

Pasal 28 

 Ayat (1)  

  Cukup Jelas 

 Ayat (2) 

  Huruf a  

  Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang semaksimal mungkin 
kan semua anak didik termasuk anak yang berkebutuhan 
h atau lembaga pendidikan atau tempat lain (diutamakan 

yang terdekat dengan tempat tinggal anak didik) bersama teman-teman 
a dengan memperhatikan perbedaannya. 

Huruf  b 

i adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang 
ampuan dan kecerdasan luar biasa. 

ndidikan bagi peserta didik yang 
mpuan dan kecerdasan luar biasa melalui penajaman 

al peserta didik yang bersangkutan. 

 

    Cuk

Pasal 29 

 Cukup Jela

Pasal 30 

Pasal 31 

 Cukup Jela

Pasal 32 

 Cukup Jela

Pasal 33 

  Cukup .  

yat (2) 

mengakomodasi
khusus di sekola

sebayany

  

 Akseleras
memiliki kem

Huruf c 

Eskalasi adalah jenis pelayanan pe
memiliki kema
ment

Ayat (3) 

up jelas 

s. 

 Cukup Jelas. 

s. 

s. 

 Ayat (1) 

Jelas

 A
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Sumber Biaya Pendidikan berasal dari:  

a. APBN; 

c. APBD II; 

i masyarakat; 

e. hibah dengan tidak mengikat; dan/atau 

n tidak mengikat. 

at (3) 

las. 

las. 

Pasal 34 

 

Pasal 35 

 

Pasal 36 

 

Pasal 37  

 

ukup Jelas. 

ukup Jelas. 

yat (1) 

at (2) 

yat (3) 

 Aspirasi pendidik adalah hasil musyawarah pendidik yang dilakukan 

b. APBD I; 

d. partisipas

f. sumbanga

 Ay

  Cukup Je

 Ayat (4) 

  Cukup Je

Cukup Jelas. 

Cukup Jelas. 

Cukup Jelas. 

 Cukup Jelas. 

Pasal 38 

 Cukup Jelas. 

Pasal 39 

 C

Pasal 40 

 C

Pasal 41 

 A

  Cukup jelas 

 Ay

  Cukup jelas 

 A

  Huruf a 
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secara demokratis dan terbuka.   

yat (4) 

yat (5) 

las 

epala Sekolah yang mampu mempengaruhi orang lain 
ncapai tujuan 

Huruf c 

 adalah Kepala Sekolah yang melaksanakan pembelajaran 

trator adalah Kepala Sekolah yang mampu melaksanakan 
pendidikan 

 Huruf e 

 irausahawan adalah Kepala Sekolah yang mampu untuk menumbuhkan jiwa 
ewirausahaan/kemandirian 

Huruf f

encipta iklim kerja adalah Kepala Sekolah yang mampu membuat suasana 
rja yang kondusif 

Huruf g

enyelia adalah Kepala Sekolah yang mampu menyelenggarakan supervisi 

Pasal 4

 Cukup 

Pasal 44 

Pasal 45 

 Cukup elas. 

Pasal 46 

 Cukup 

Pasal 4

 A

  Cukup jelas 

 A

  Cukup je

Pasal 42 

Huruf a 

Pemimpin adalah K
untuk me

Huruf b 

Manager adalah Kepala Sekolah yang mampu mengelola satuan pendidikan 

Pendidik

Huruf d 

Adminis
administrasi satuan 

W
k

 

P
ke

 

P
akademik  

3 

Jelas. 

 Cukup Jelas. 

J

jelas  

7 
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 Ayat (1

  Cukup s. 

at (2) 

ud  berprestasi adalah keunggulan atau kejuaraan minimal 
tingkat kota  yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau yayasan, 

 bekerja sama Pemerintah Daerah dibidang pendidikan. 

Penghargaan dapat berbentuk antara lain: 

pangkat;  

b. pemberian jabatan atau kenaikan jabatan; 

endidikan ke jenjang lebih tinggi; dan/atau 

d. pemberian hadiah dalam bentuk lain. 

  

 Ayat (5

  

 Ayat (6

 

Pasal 48 

 

Pasal 49 

k berstatus PNS adalah: guru bantu, TPHL, guru tidak 
u tetap yayasan dan guru tidak tetap yayasan. 

las. 

las  

kup Jelas. 

ukup Jelas. 

) 

Jela

 Ay

Yang dimaks

lembaga yang

a. kenaikan 

c. bantuan p

 Ayat (3) 

  Cukup Jelas. 

 Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

) 

Cukup Jelas. 

) 

 Cukup Jelas. 

Cukup Jelas. 

Ayat (1) 

Yang dimaksud tida
tetap, gur

Ayat (2) 

Cukup Je

Ayat (3) 

Cukup Je

Pasal 50 

 Cu

Pasal 51 

 C
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Pasal 5

 Cukup 

Pasal 53 

 Cukup las. 

Pasal 54 

 Cukup las. 

Pasal 55 

yat (1) 

 

at (2)  

penilaian kelas adalah  suatu proses sistematis yang mengandung 
mpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasi informasi 

tersebut untuk membuat keputusan-keputusan; 

ujian akhir adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir satuan 
pendidikan 

tes kemampuan dasar adalah tes yang dilakukan pada peserta didik 
ekolah Dasar  kelas tiga yang mencakup kemampuan membaca, 

hitung    

ruf d 

enilaian mutu adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui 

Pasal 56 

 Cukup Jelas. 

Pasal 57 

 Cukup Jelas. 

Pasal 58 

 Cukup 

Pasal 59 

 Cukup Jelas. 

Pasal 60 

 Cukup Jelas. 

2 

Jelas. 

Je

Je

 A

 Cukup jelas 

 Ay

Huruf a 

pengu

Huruf  b 

Huruf c 

S
menulis, dan ber

Hu

p
pencapaian kompetensi peserta didik. 

Jelas. 
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Pasal 61 

 Cukup Jelas. 

Pasal 62 

 Cukup Jelas  

Pasal 63 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

  Cukup jelas 

  Cukup jelas 

  Cukup jelas 

Penghargaan dapat berbentuk antara lain: Piagam penghargaan, Publikasi. 

 Ayat (2) 

 Ayat (3) 

 Ayat (4) 

 Ayat (5) 

  

Pasal 64 

 Cukup Jelas. 

Pasal 65 

 Cukup Jelas. 

Pasal 66 

 Cukup Jelas. 

Pasal 67 

 Cukup Jelas. 

Pasal 68 

 Cukup Jelas. 

Pasal 69 

 Cukup Jelas. 

Pasal 70 

 Cukup Jelas. 

Pasal 71 

 Cukup Jelas. 

Pasal 72 

 Cukup Jelas. 
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